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ABSTRAK 

Perkembangan ekonomi saat ini mengalami situasi yang dimana masyarakat membutuhkan 
modal. Lembaga usaha pegadaian yang diharapkan sebagai solusi saat ini  menjamur begitu 
banyak dilingkugan masyarakat baik dari pihak pemerintah maupun swasta. Tentu dalam 
pelaksanaan perjanjiannya terdapat perbedaan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. 
Maka dari itu perlu untuk diteliti terkait permasalahan tersebut. Tesis ini berjudul “Pelaksanaan 
Perjanjian Gadai Pada Perusahaan Pegadaian Pemerintah dengan Perusahaan Pegadaian 
Swasta” Adapun rumusan masalah dalam tesis ini yaitu: 1) Bagaimana ketentuan perjanjian gadai 
pada gadai pemerintah dan gadai swasta; 2) Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam 
pelaksanaan perjanjian gadai dalam perusahaan pegadaian pemerintah pada PT Pegadaian 
maupun perusahaan pegadaian swasta pada PT Indonesia Gadai Oke di Indonesia; 3) 
Bagaimana pertanggungjawaban PT. Pegadaian dan PT Indonesia Gadai Oke apabila tidak 
melaksanakan perjanjian gadai dikaitkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 
Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian; 

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normative 
yaitu metode yang mengacu pada norma-norma hukum dan literatur. Penulisan penelitian melalui 
peraturan-peraturan dan bahan hukum yang berhubungan dengan penulisan ini, dalam penelitian 
ini juga melakukan studi wawancara. Metode analisa data yang digunakan adalah metode 
kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak PT Pegadaian dan PT Indonesia 
Gadai Oke. 

Hasil penelitian menemukan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian usaha gadai dengan 
didasarkan pada POJK Usaha Pegadaian terdapat perbedaan pada perusahaan gadai 
Pemerintah yaitu PT Pegadaian dan perusahaan gadai Swasta yaitu PT Indonesia Gadai Oke 
dalam hal penentuan kualifikasi barang yang dijaminkan, besarnya nilai bunga pinjaman, biaya 
administrasi saat pelaksanaan perjanjian, pelaksanaan jangka waktu gadai, dan mekanisme 
penebusan objek gadai yang dimana perusahaan tersebut tidak melaksanakan sesuai dengan 
POJK Usaha Pegadaian, serta isi ketentuan dan perjanjian pada Surat Bukti Gadai (SBG). Selain 
itu terhadap upaya penyelesaian sengketa terhadap nasabah kedua perusahaan pegadaian baik 
pemerintah maupun swasta berpedoman  sesuai dengan yang diatur pada POJK Usaha 
Pegadaian.. 

Keywords: Perjanjian Gadai, Usaha Pegadaian, Penyelesaian Sengketa 

 
PENDAHULUAN 

 Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing perekonomian adalah dengan melakukan 
penataan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian, 
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khususnya masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Upaya pemerintah untuk 
menyehatkan perekonomian nasional adalah dengan cara penyaluran dana dalam bentuk kredit 
kepada masyarakat. Kredit tersebut dapat diberikan kepada masyarakat yang memerlukan sistem 
penyaluran melalui lembaga keuangan yang ada di Indonesia.  

Pemerintah saat ini membentuk lembaga yang dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat 
sebagai solusi atas permasalahan tersebut berupa lembaga keuangan perbankan yang sudah 
banyak diorientasikan dalam bidang atau kegiatan usahanya di bidang perkreditan. Tetapi ruang 
lingkup perkreditan pada bank ini kebanyakan hanya dapat dinikmati oleh masyarakat golongan 
ekonomi menengah ke atas..  

Dilihat dari sejarahnya bahwa lembaga Pegadaian merupakan sebuah lembaga keuangan formal di 
Indonesia, yang bertugas menyalurkan pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman 
kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai. Lembaga Pegadaian ini wujud 
dari pembangunan perekonomian nasional yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945, dengan 
tujuan “turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah 
dibidang ekonomi pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas 
dasar hukum gadai, dan mencegah timbulnya praktik ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tak 
wajar lainnya”.  

Dalam hal pengaturan gadai sebenarnya telah lama diatur dalam KUHPerdata. Namun seiring 
dengan perkembangan zaman saat ini dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat maka 
pada tahun 2016 pemerintah menerbitkan aturan baru yaitu Peraturan OJK Nomor: 
31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian, peraturan ini menjadi dasar keberadaan perusahaan 
gadai swasta. POJK ditujukan untuk mengisi kekosongan hukum mengenai usaha pergadaian yang 
selama ini belum diatur secara lebih rinci. Pengaturan gadai masih mengacu pada Buku II 
KUHPerdata yaitu Pasal 1150-1160. 

Terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian 
(selanjutnya disebut “POJK Usaha Pegadaian”) telah mempengaruhi tatanan regulasi hukum 
jaminan, khususnya pranata Gadai sebagai salah satu jaminan kebendaan di Indonesia. 
Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 POJK Usaha Pegadaian, lingkup usaha pegadaian lebih luas dari 
makna gadai sebagaimana diatur dalam Hukum Perdata. Selama ini, hukum positif yang mengatur 
tentang gadai sebagai jaminan dengan objek benda bergerak hanya diatur di dalam pasal 1150 
sampai pasal 1160 KUHPerdata yang belum mampu menjangkau dan mengakomodasikan 
perkembangan gadai sejauh ini.  

Seiring dengan terbitnya POJK Usaha Pegadaian, regulasi usaha pegadaian pun juga semakin 
berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan alternatif pembiayaan. Tetapi kurangnya 
pengawasan menjadi celah tumbuh kembangnya praktik gadai swasta dan membuka peluang bagi 
pelaku usaha untuk menjadikan gadai sebagai media bisnis yang semata-mata hanya bertujuan 
mencari keuntungan.  

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tertanggal 30 November 2020 mencatat sebanyak 
90 (sembilan puluh) perusahaan gadai yang meliputi 1 (satu) perusahaan gadai pemerintah dan 89 
(delapan puluh sembilan) perusahaan gadai swasta  yang dimana dari 89 (delapan puluh sembilan) 
perusahaan gadai swasta tersebut hanya 52 (lima puluh dua) perusahaan  (misalnya PT. Sentral 
Gadai Persada, PT. Indonesia Gadai Oke, PT. Budi Gadai Indonesia) yang memiliki izin selebihnya 
37 (tiga puluh tujuh) Perusahaan (misalnya PT. Mas Agung Sejahtera, PT. Persada Arihta Mandiri, 
dan PT. Surya Gadai Prima) telah terdaftar dan sedang dalam proses perizinan.  Jumlah tersebut 
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merupakan pelaku bisnis gadai yang memiliki modal besar. Di luar  itu, tentu ada pelaku-pelaku 
usaha kecil yang juga menjalankan bisnis ini.  

Termasuk pada pelaksanaan perjanjian usaha gadai yang menjadi pedoman bagi pemberi gadai 
maupun penerima gadai dalam melaksanakan usaha gadai tersebut. Saat ini dalam pelaksanaan 
perjanjian gadai masih terdapat hal-hal yang dijalankan akan tetapi tidak sesuai dengan prosedur 
yang telah di tetapkan pada KUHPerdata maupun POJK Usaha Pegadaian. Pada dasarnya 
ketentuan bentuk perjanjian gadai dapat dilihat dalam Pasal 1151 KUHPerdata yang berbunyi:  

“Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian 
pokoknya”. 

Istilah perjanjian sudah sangat popular dikalangan masyarakat yang merupakan  hal yang 
senantiasa ditemui dalam lalu lintas hubungan hukum. Di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata 
dinyatakan bahwa perjanjian adalah : “Suatu  perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih lainnya”. 

Selain itu ada beberapa pendapat dari sarjana atau ahli hukum yang salah satunya;  “Perjanjian 
adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk 
melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan”. 

Pengertian perjanjian tersebut tersirat pula bahwa hubungan yang terjadi antara kreditur dan debitur 
merupakan suatu  hubungan hukum yang artinya hukum  itu sendirilah yang meletakkan hak pada 
suatu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya. Jika terjadi salah satu pihak tidak melaksanakan 
kewajibannya maka hukum dapat memaksakan supaya kewajiban-kewajiban itu dipenuhi. Dengan 
demikian dari peristiwa saling ingkar janji timbullah suatu perikatan hukum diantara pihak-pihak 
yang mengadakan perjanjian.  

Terhadap pengertian perikatan ini, Subekti mengatakan bahwa “perikatan adalah suatu hubungan 
hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut 
sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu”.  

Diperhatikan rumusan pengertian perikatan tersebut, dapat dilihat bahwa hubungan perjanjian 
dengan perikatan sangatlah erat karena dari setiap perjanjian yang diadakan memberikan suatu 
perikatan hukum di antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut sehingga dapat 
diihat bahwa perjanjian adalah sumber terpenting yang melahirkan perikatan dan adanya suatu 
perjanjian antara kedua belah pihak, maka akan mengakibatkan terjadi perikatan antara kedua 
belah pihak tersebut. Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa dalam suatu perjanjian terdapat 
adanya para pihak, adanya prestasi yang akan dicapai, adanya kesepakatan para pihak. Di samping 
itu, juga adanya kecakapan, kejujuran serta kepercayaan masing-masing yang mengikatkan diri 
dalam perjanjian.  

 

KAJIAN TEORITIS 

a. Teori Kepastian Hukum 

Menurut Utrecht, “hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (rechtzekerheit) dalam 
pergaulan manusia dan hubungan-hubungannya dalam pergaulan kemasyarakatan”.  Hukum 
menjamin kepastian pada pihak yang satu terhadap pihak yang lain. Kepastian hukum menunjukkan 
kepahaman dalam pengertian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir), dan logis dalam artian 
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menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan 
konflik norma. 

Hal tersebut juga di jelaskan menurut L.J Van Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. 
Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkret. 
Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam 
hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. 
Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.  

Berbeda pendapat dengan Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih 
berdimensi yuridis. Untuk itu ia mendefiniskan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam 
situasi tertentu tersedianya aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh 
(accessible),diterbitkan oleh dan diakui negara.  

b. Teori Tanggung Jawab Hukum 

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: 
“seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia 
memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi 
dalam hal perbuatan yang bertentangan.”  

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang 
diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai 
satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena 
mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”  

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari: 

1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap 
pelanggaran yang dilakukannya sendiri; 

2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu 
pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain; 

3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu 
bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan 
dengan tujuan menimbulkan kerugian; 

4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas 
pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan. Tanggung 
jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah 
liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan 
yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada 
pertanggungjawaban politik.  

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori  tanggungjawab dimaknai dalam arti liabilty. 

METODE PENELITIAN 

Metode adalah “proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, 
sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala 
untuk menambah pengetahuan manusia”. Dengan demikian metode penelitian dapat diartikan 
sebagai “proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam 
melakukan penelitian”.  
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Penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan akan 
menghasilkan analisis hukum yang lebih akurat bila dibantu dengan pendekatan konseptual untuk 
memperkaya pertimbangan hukum yang tepat dalam problem hukum yang sedang diteliti.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kajian Hukum Mengenai Pertanggungjawaban di Indonesia 

1. Pengertian Pertanggungjawaban dan bentuk-bentuk Pertanggung jawaban 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) umum Bahasa Indonesia tanggung jawab 
adalah “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, 
dipersalahkan, dan di perkarakan atau kewajiban terhadap segala sesuatunya; fungsi menerima 
pembebanan sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain”.  

Dalam kamus Hukum, “tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk 
melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya”. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya 
sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab. 
Apabila  dikaji, tanggung jawab itu adalah “kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari 
perbuatan pihak yang berbuat”.  

Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan 
fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksankan 
kewajiban. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik 
yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya 
tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.  

Mengenai tanggung jawab hukum, Ridwan Halim menyatakan 

“Tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik 
peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab 
hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu 
tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada”.  

Istilah tanggung jawab dapat dibedakan dengan pertanggungjawaban. Menurut Kamus Bahasa 
Indonesia, arti pertanggungjawaban adalah :  

a. Perbuatan bertanggung jawab;  
b. Sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pada tanggung jawab lebih 

ditekankan pada adanya suatu kewajiban untuk menanggung yang dapat dikenakan, 
sedangkan pertanggungjawaban pada adanya sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan, 
akibat dari dilakukannya suatu perbuatan atau tindakan tertentu.  

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti “keadaan menangung segala 
sesuatunya”. Dalam kamus hukum ada dua istilah menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni 
liability (the state of being responsible). Liability merupakan istilah hukum yang luas (a broad legal 
term) yang ada di dalamnya mengandung makna yang paling komperehensif, meliputi hampir setiap 
karakter risiko atau tanggungjawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. Liability 
didefinisikan menujuk semua karakter hak dan kewajiban.  
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Menurut hukum, tanggung jawab adalah “suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang 
tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan”.  
Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu “hal yang 
menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal 
yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya”.  

Pertanggungjawaban hukum bertujuan untuk menentukan pihak-pihak mana yang harus 
bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Di dalam 
konteks perdata, pertanggungjawaban perdata merupakan tindakan, biasanya dalam bentuk 
pembayaran ganti kerugian, yang harus dilakukan oleh seseorang atau pihak yang karena 
perbuatannya telah menimbulkan kerugianpada orang lain.  

Seorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang 
dilakukannya. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang lazim dikenal sebagai Pasal tentang perbuatan 
melanggar hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :  
 

a. Adanya perbuatan; 
b. Adanya unsur kesalahan; 
c. Adanya kerugian yang diderita; 
d. d.Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. 

Kesalahan dalam Pasal tersebut mengarah pada unsur kesalahan yang bertentangan dengan 
hukum. Pengertian “hukum” tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga 
kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Secara common sense, asas tanggungjawab ini dapat 
diterima karena adil bagi yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban.  

Penjelasan terkait dengan responsibility berarti “hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu 
kewajiban dan termasuk suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan 
kecakapan”. Responsibility juga berarti kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang 
dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang 
telah ditimbulkannya. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas 
hukum, Karena dalam negara terdapat prinsip wetmatigheid van bestuur atau asas legalitas. Asas 
ini menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah tidak akan mewakili 
wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga 
masyarakat.  

2. Mekanisme Untuk Mengajukan Pertanggungjawaban 

Pertanggungjawaban dalam hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata) sebagai landasan bagi setiap perbuatan yang berkaitan dengan perdata yaitu 
perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi dalam hukum perdata dapat 
timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh 
perbuatan melawan hukum.  Mekanisme pengaduan pertanggungjawaban pada intinya merupakan 
“suatu cara bagaimana permalasahan perdata termasuk kerugian-kerugian dari perbuatan tersebut 
dapat terselesaikan. Mekanisme tersebut nantinya akan membantu proses hukum bagi pihak yang 
merasa dirugikan”. 
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Pihak-pihak yang merasa dirugikan baik kerugian yang timbul karena wanprestasi maupun kerugian 
yang timbul diakibatkan adanya Perbuatan Melawan Hukum dapat mengajukan Gugatan pada 
Pengadilan Negeri, mengenai Gugatan yang diajukan oleh Korban yang dirugiakan akibat pelaku 
yang melakukan perbuatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum ini diatur dalam HIR dan 
Rbg, dimana kedua sumber Hukum ini hingga saat ini masih dijadikan sebgai panduan Hukum 
Acara Perdata. 

Hukum materiil, sebagaimana terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis, 
merupakan pedoman bagi warga msyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau 
tidak berbuat didalam masyarakat , untuk dapat melaksanakan hukum materiil terutama dalam hal 
ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal 
ada tuntutan hak, diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum materill 
perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata . 
Dalam proses penanganan melalui upaya di pengadilan terdapat mekanisme-mekanisme 
pengaduan pertanggungjawaban dalam hukum acara perdata yang harus dijalankan, sebagai 
berikut :  

a. Pendaftaran Gugatan/Permohonan 

1) Penggugat/pemohon atau kuasa hukumnya memasukkan dokumen berupa surat 
gugatan/permohonan kepada petugas di kepaniteraan perdata. Jumlah salinan surat 
gugatan/permohonan sebanyak jumlah pihak ditambah dengan 4 (empat) salinan untuk 
majelis hakim dan arsip. Jika penggugat/pemohon menguasakan kepada kuasa hukum, 
Surat Kuasa Khusus kepada kuasa hukum dan fotokopi kartu advokat kuasa hukum juga 
harus dilampirkan. Salinan dokumen yang dibuat di luar negeri harus disahkan oleh 
Kedutaan/Perwakilan Indonesia di negara tersebut. Salinan dokumen yang dibuat dalam 
bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang 
disumpah. 

2) Dokumen kemudian diperiksa kelengkapannya oleh petugas di kepaniteraan perdata. 
Sekiranya dokumen dinyatakan belum lengkap maka dokumen akan dikembalikan untuk 
dilengkapi. 

3) Jika dokumen dinyatakan lengkap maka petugas di kepaniteraan perdata akan menghitung 
besaran panjar biaya perkara yang harus disetorkan oleh penggugat/pemohon atau kuasa 
hukumnya ke rekening biaya perkara pada bank yang ditunjuk. 

4) Setelah menyetorkan panjar biaya perkara pada bank yang ditunjuk, penggugat/pemohon 
atau kuasa hukumnya menyerahkan bukti penyetoran panjar biaya perkara kepada petugas 
di kepaniteraan perdata. Petugas kemudian membukukan panjar biaya perkara ke dalam 
buku keuangan perkara dan mendaftarkan perkara pada register induk perkara. 

5) Penggugat/pemohon atau kuasa hukumnya beberapa hari kemudian akan menerima surat 
panggilan untuk menghadiri sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Bagi pihak 
tergugat, surat panggilan disertai dengan salinan surat gugatan. 

 

b. Pelaksanaan sidang  

1) Dalam perkara perdata pada umumnya setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan 
perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara (Pasal 
154 R.Bg), dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi. Apabila terjadi damai, maka 
dibuatkan akta perdamaian (Acta Van Verglijk). Akta Perdamaian ini mempunyai kekuatan 
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hukum yang sama dengan putusan hakim,dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat 
dimintakan banding, kasasi dan peninjauan kembali. Apabila tidak terjadi damai dalam 
mediasi, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan. 

2) Pembacaan Surat Gugatan Penggugat, Surat Gugatan Penggugat yang diajukan ke 
Pengadilan Negeri itu dibacakan oleh Penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim, 
dan sebelum diberikan kesempatan oleh mejelis hakim kepada tergugat memberikan 
tanggapan/jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut atau 
mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Apabila Penggugat menyatakan tetap tidak 
ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya itu kemudian persidangan dilanjutkan 
ketahap berikutnya. 

3) Jawaban Tergugat, Setelah gugatan dibacakan, kemudian Tergugat diberi kesempatan 
mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban 
tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan (Pasal 158 ayat (1) R.Bg). Pada tahap 
jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi (tangkisan) atau rekonpensi (gugatan 
balik). Dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara. 

4) Replik Penggugat, Setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat 
diberi kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap 
ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap 
dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat. 

5) Duplik Tergugat, Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi 
kesempatan untuk menanggapinya/menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat 
diulang-ulangi sampai ada titik temu antara penggugat dengan tergugat. Apabila acara 
jawab menjawab dianggap cukup oleh hakim, dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati 
oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian. 

6) Pembuktian, Pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk 
mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang 
diatur oleh hakim. 

7) Kesimpulan Para Pihak, Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan 
yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil 
pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan 
yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis. 

8) Musyawarah Majelis Hakim, Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasia (Pasal 
19 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua 
hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun 
tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat 
yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan (dissenting opinion). 

9) Putusan Hakim, Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, 
pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, 
penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 
14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat/ tergugat tidak hadir saat dibacakan 
putusan, maka Juru Sita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi/amar putusan itu 
kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari 
amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu. 

c. Pendaftaran Upaya Hukum Banding 

1) Para pihak berperkara yang keberatan dan tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri 
berhak menempuh upaya hukum banding dengan mendaftarkan permohonan banding 
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya setelah 
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Putusan Pengadilan Negeri diucapkan atau pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri bagi 
pihak yang tidak hadir saat pembacaan putusan. Jika hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka 
penentuan hari ke-14 jatuh pada hari kerja berikutnya. Permohonan banding yang diajukan 
melampaui tenggang waktu tersebut di atas tetap dapat diterima dan dicatat dengan 
membuat surat keterangan panitera bahwa permohonan banding telah lampau. 

2) Atas permohonan banding tersebut, petugas di kepaniteraan perdata akan menghitung 
besaran panjar biaya perkara yang harus disetorkan oleh pemohon banding atau kuasa 
hukumnya ke rekening biaya perkara pada bank yang ditunjuk. 

3) Setelah menyetorkan panjar biaya pada bank yang ditunjuk, pemohon banding atau kuasa 
hukumnya menyerahkan bukti penyetoran kepada petugas di kepaniteraan perdata. Petugas 
kemudian membukukan panjar biaya ke dalam buku keuangan perkara dan mendaftarkan 
permohonan banding pada register induk perkara dan register perkara banding. 

4) Pemohon banding atau kuasa hukumnya kemudian akan menerima akta pernyataan 
banding untuk ditandatangani. 

5) Jurusita/jurusita pengganti akan memberitahukan pernyataan banding kepada termohon 
banding atau kuasa hukumnya dalam waktu paling lama 7 hari kalender setelah tanggal 
pernyataan banding. 

6) Jika dianggap perlu oleh pemohon banding atau kuasa hukumnyanya, alasan-alasan 
banding (memori banding) dapat disertakan. Jika pemohon banding atau kuasa hukumnya 
memasukkan memori banding, salinan memori banding akan diberitahukan kepada 
termohon banding atau kuasa hukumnya yang dituangkan dalam relaas. 

7) Atas memori banding tersebut, termohon banding atau kuasa hukumnya dapat mengajukan 
jawaban atas memori banding (kontra memori banding). Jika termohon banding atau kuasa 
hukumnya memasukkan kontra memori banding, salinan kontra memori banding akan 
diserahkan kepada pemohon banding atau kuasanya dan dituangkan dalam relaas. 

8) Setelah berkas perkara telah diminutasi, para pihak akan diberitahukan oleh jurusita/jurusita 
pengganti untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) yang dituangkan dalam 
relaas. Kesempatan mempelajari/memeriksa berkas perkara adalah selama 14 (empat 
belas) hari sejak pemberitahuan inzage. 

9) Dalam waktu 30 hari sejak permohonan banding diajukan, berkas perkara harus sudah 
dikirim ke Pengadilan Tinggi. 

10) Pencabutan permohonan banding diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang 
ditandatangani oleh pembanding (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan 
banding diajukan oleh kuasa hukumnyanya) dengan menyertakan akta panitera. 
Pencabutan permohonan banding harus segera dikirim oleh Panitera ke Pengadilan Tinggi 
disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera. 

11) Jika berkas perkara telah diterima kembali di Pengadilan Negeri, Jurusita/jurusita pengganti 
akan memberitahukan amar Putusan Pengadilan Tinggi kepada para pihak yang dituangkan 
dalam relaas. 

d. Pendaftaran Upaya Hukum Kasasi 

1) Para pihak berperkara yang keberatan dan tidak menerima Putusan Pengadilan Tinggi 
berhak menempuh upaya hukum kasasi dengan mendaftarkan permohonan kasasi 
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya setelah 
pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi diterima oleh para pihak. Jika hari ke-14 jatuh 
pada hari libur, maka penentuan hari ke-14 jatuh pada hari kerja berikutnya. Permohonan 
kasasi yang melampaui tenggang waktu tersebut di atas tidak dapat diterima dan berkas 
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perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung dengan Penetapan Ketua Pengadilan 
Negeri. 

2) Atas permohonan kasasi tersebut, petugas di kepaniteraan perdata akan menghitung 
besaran panjar biaya perkara yang harus disetorkan oleh pemohon kasasi atau kuasa 
hukumnya ke rekening biaya perkara pada bank yang ditunjuk. 

3) Setelah menyetorkan panjar biaya pada bank yang ditunjuk, pemohon kasasi atau kuasa 
hukumnya menyerahkan bukti penyetoran kepada petugas di kepaniteraan perdata. Petugas 
kemudian membukukan panjar biaya ke dalam buku keuangan perkara dan mendaftarkan 
permohonan kasasi pada register induk perkara dan register perkara kasasi. 

4) Pemohon kasasi atau kuasa hukumnya kemudian akan menerima akta pernyataan kasasi 
untuk ditandatangani. 

5) Jurusita/jurusita pengganti akan memberitahukan pernyataan kasasi kepada termohon 
kasasi atau kuasa hukumnya dalam waktu paling lama 7 hari kalender setelah tanggal 
pernyataan kasasi. 

6) Pemohon kasasi atau kuasa hukumnyanya wajib memasukkan alasan-alasan kasasi 
(memori kasasi) selambat-lambatnya 14 hari kalender terhitung sejak keesokan hari setelah 
pernyataan kasasi. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka penentuan hari ke-14 jatuh 
pada hari kerja berikutnya. Salinan memori kasasi akan disampaikan kepada termohon 
kasasi atau kuasa hukumnya dan dituangkan dalam relaas. 

7) Atas memori kasasi tersebut, termohon kasasi atau kuasa hukumnya dapat mengajukan 
jawaban atas memori kasasi (kontra memori kasasi). Kontra memori kasasi selambat-
lambatnya diterima di kepaniteraan 14 hari kalender sesudah disampaikannya memori 
kasasi. Salinan kontra memori kasasi akan disampaikan kepada pemohon kasasi atau 
kuasa hukumnya dan dituangkan dalam relaas. 

8) Sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, para pihak diberikan kesempatan 
untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage). 

9) Dalam waktu 65 hari sejak permohonan kasasi diajukan, berkas perkara harus sudah dikirim 
ke Mahkamah Agung. 

10) Pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua 
Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pemohon kasasi. Apabila pencabutan 
permohonan kasasi diajukan oleh kuasanya maka harus diketahui oleh prinsipal. 
Pencabutan permohonan kasasi harus segera dikirim oleh Panitera ke Mahkamah Agung 
disertai akta pencabutan permohonan kasasi yag ditandatangani oleh Panitera. 

11) Jika berkas perkara telah diterima kembali di Pengadilan Negeri, Jurusita/jurusita pengganti 
akan memberitahukan amar Putusan Mahkamah Agung kepada para pihak yang dituangkan 
dalam relaas. 

e. Pendaftaran Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) 

1) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 hari kalender, dalam hal: 
a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang 

diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh 
hakim pidana dinyatakan palsu, adalah sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau 
sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan tetap diberitahukan 
kepada pada pihak yang berperkara; 

b) Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang 
pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, adalah sejak ditemukan surat-surat 
bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan 
disahkan oleh pejabat yang berwenang); 
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c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, 
apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan 
sebab-sebabnya, dan apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang 
sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah 
diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, adalah sejak putusan 
memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang 
berperkara; 

d) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang 
nyata, adalah sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan 
hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara. 

2) Permohonan peninjauan kembali yang diajukan melampaui tenggang waktu, tidak dapat 
diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirimkan ke Mahkamah Agung dengan Penetapan 
Ketua Pengadilan Negeri. 

3) Atas permohonan PK tersebut, petugas di kepaniteraan perdata akan menghitung besaran 
panjar biaya perkara yang harus disetorkan oleh pemohon PK atau kuasa hukumnya ke 
rekening biaya perkara pada bank yang ditunjuk. 

4) Setelah menyetorkan panjar biaya pada bank yang ditunjuk, pemohon PK atau kuasa 
hukumnya menyerahkan bukti penyetoran kepada petugas di kepaniteraan perdata. Petugas 
kemudian membukukan panjar biaya ke dalam buku keuangan perkara dan mendaftarkan 
permohonan PK pada register induk perkara dan register perkara PK. 

5) Pemohon PK atau kuasa hukumnya kemudian akan menerima akta pernyataan PK untuk 
ditandatangani. 

6) Jurusita/jurusita pengganti akan memberitahukan permohonan PK disertai salinan alasan-
alasan PK kepada termohon PK atau kuasa hukumnya dalam waktu paling lama 14 hari setelah 
tanggal pernyataan kasasi yang dituangkan dalam relaas. 

7) Atas alasan-alasan PK tersebut, termohon PK atau kuasa hukumnya dapat mengajukan 
jawaban/tanggapan atas alasan-alasan PK yang selambat-lambatnya diterima di kepaniteraan 
30 hari sesudah salinan alasan-alasan PK diterima. Jawaban/tanggapan atas alasan PK yang 
diterima di kepaniteraan harus dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan di atas 
surat jawaban tersebut. 

8) Dalam waktu 30 hari setelah menerima jawaban tersebut berkas peninjauan kembali harus 
dikirim ke Mahkamah Agung. 

9) Pencabutan permohonan PK diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua 
Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pemohon peninjauan kembali. Apabila diajukan 
oleh kuasanya harus diketahui oleh prinsipal. Pencabutan permohonan peninjauan kembali 
harus segera dikirim oleh Panitera ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan yang 
ditandatangani oleh Panitera 

10) Jika berkas perkara telah diterima kembali di Pengadilan Negeri, Jurusita/jurusita pengganti 
akan memberitahukan amar Putusan Mahkamah Agung kepada para pihak yang dituangkan 
dalam relaas. 

Sehingga daripada penjelasan diatas telah jelas bahwa mekanisme pengaduan 
pertanggungjawaban dalam penyelesaian sengketa perdata khususnya dalam hal mencari 
kepastian hukum sudah diuraikan dengan sedemikian rupa berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Dari mekanisme diatas tentunya menjadi landasan bagi setiap para pihak yang akan 
melakukan upaya hukum diluar pengadilan maupun melalui pengadilan. 
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B. Pertanggungjawaban PT Pegadaian dan PT Indonesia Gadai Oke Apabila terjadi 
Wanprestasi Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 
tentang Usaha Pegadaian 

Setiap perikatan yang lahir dari perjanjian memuat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan atau 
ditepati oleh para pihak. Menepati (nakoming), berarti memenuhi isi perjanjian, atau dalam arti yang 
lebih luas “melunasi” (betaling) pelaksanaan perjanjian, yaitu memenuhi dengan sempurna segala 
isi, tujuan dari ketentuan sesuai dengan kehendak yang telah disetujui para pihak.  

Baik kreditur dan debitur sama-sama memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam 
melaksanakan suatu perjanjian. Sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian gadai yang 
dibuat antara nasabah dengan perusahaan gadai juga berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 
yang membuatnya, hal ini diatur di dalam Pasal 1338 KUH Perdata, jadi dapat dikatakan bahwa 
para pihak wajib untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati beserta risikonya. Sehingga 
dapat dikatakan apabila salah satu pihak baik kreditur maupun debitur tidak memenuhi kewajiban 
untuk melakukan prestasi tersebut, maka pihak yang tidak melakukan kewajiban untuk memenuhi 
prestasi tersebut dikatakan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 1243 
KUHPerdata yang berbunyi “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu 
perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi 
perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat 
diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya” yaitu dalam hukum 
perjanjian, jika seorang debitur tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang 
diijanjikan, debitur tersebut telah melakukan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya”.  

Wanprestasi menurut hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, jelas 
telah menyebutkan bahwa wanprestasi sebagai akibat perbuatan debitur yang tidak melaksanakan 
perjanjian sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Wanprestasi ini dalam hukum Perdata ada 5 jenis 
yaitu:  

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali 

2. Melaksanakan prestasi tapi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan 

3. Melaksanakan prestasi tapi terlambat 

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 

Dapat dikatakan bahwa PT. Pegadaian (Persero) dan PT. Indonesia Gadai Oke jarang melakukan 
wanprestasi namun hal itu pernah terjadi, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) dan PT. 
Indonesia Gadai Oke terhadap debitur terkait dengan perlindungan hukum bagi debitur karena 
akibat wanprestasi tersebut. 

Tindakan PT Pegadaian apabila terjadi wanprestasi terhadap benda jaminan gadai milik debitur 
dapat berupa:  

1. Karena kelalaian pegawai PT. Pegadaian (Persero) yang menyebabkan benda jaminan 
tertukar. 

2. Karena kelalaian pegawai PT. Pegadaian (Persero) yang menyebabkan benda jaminan hilang 
atau di curi oleh pihak ketiga. 

3. Karena kelalaian pegawai PT. Pegadaian (Persero) yang menyebabkan benda jaminan rusak. 
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Hal serupa juga terjadi pada tindakan PT Indonesia Gadai Oke, dimana kelalaian pegawai menjadi 
penyebab utama yang membuat pihak perusahaan dapat berbuat wanprestasi. Hal tersebut telah 
diatur dan dijelaskan pada Peraturan pada Surat Bukti Gadai di Indonesia Gadai Oke yang 
menyatakan bahwa jika barang tersebut mengalami kerusakan pada saat barang tersebut berada di 
pihak perusahaan, maka akan menjadi tanggungjawab pada PT Indonesia Gadai Oke.  

Salah satu contohnya apabila barang jaminan nasabah hilang atau rusak sedangkan barang 
jaminan tersebut masih dalam status perjanjian, maka dalam hal ini pihak PT. Pegadaian (Persero) 
dan PT. Indonesia Gadai Oke mempunyai tanggung jawab terhadap barang jaminan yang hilang 
tersebut. Saat itu pemberi gadai juga berhak untuk melakukan penuntutan kembali barang jaminan 
tersebut. Sehingga dalam hal ini pihak penerima gadai atau PT. Pegadaian (Persero) dan PT. 
Indonesia Gadai Oke mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kemungkinan hilangnya dan 
rusaknya barang jaminan gadai yang berada dibawah kekuasaannya. Namun lain halnya apabila 
barang jaminan tersebut rusak atau hilang disebabkan oleh force majeur yang diluar kehendak 
perusahaan gadai, seperti kebakaran ataupun bencana alam.  

Dalam aktivitas yang berkaitan dengan jasa keuangan seperti halnya dengan kegiatan usaha 
pegadaian diperlukan interaksi antara konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang 
dinamis, ditambah dengan jumlah produk dan layanan jasa keuangan yang selalu berkembang 
kemungkinan terjadinya sengketa tak terhindarkan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor, di 
antaranya adalah adalah perbedaan pemahaman antara konsumen dengan LJK mengenai suatu 
produk atau layanan jasa keuangan terkait. Sengketa juga dapat disebabkan kelalaian konsumen 
atau LJK dalam melaksanakan kewajiban dalam perjanjian terkait produk atau layanan dimaksud.  

Dalam sengketa terhadap usaha pegadaian yang menjadi bagian dari LJK tentunya dalam hal 
menyelesaikan pertanggungjawaban terhadap permasalahan atau sengketa tetap berpedoman 
kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha 
Pegadaian, dimana berdasarkan Pasal 28 ayat (1) menjelaskan bahwa “Perusahaan Pegadaian 
wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa 
bagi Nasabah”. Sehingga hal tersebut telah diatur didalam Pasal 28 ayat (2) menjelaskan bahwa 
“Mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib dicantumkan dalam Surat Bukti Gadai”.   Dengan begitu dapat dipahami bahwa dalam 
Surat Bukti Gadai sudah tercantum mengenai tindaklanjut terkait dengan adanya sengketa dalam 
pelaksanaan usaha pegadaian. 

1. Mekanisme Pertanggungjawaban di PT Pegadaian 

PT Pegadaian dalam hal pertanggungjawaban jika terjadi permasalahan tunduk dalam POJK Nomor 
31/ POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian, maka PT Pegadaian pada umumnya wajib 
memahami, mentaati dan melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian 
sengketa sebagai pertanggungjawaban kepada nasabah sesuai POJK Nomor 31/POJK.05/2016 
tentang Usaha Pegadaian. Di mana setiap Perusahaan Pegadaian khususnya PT Pegadaian 
melaksanakan Mekanisme Penanganan Pengaduan dan penyelesaian sengketa yang berpedoman 
pada Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan Peraturan OJK 
mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa beserta peraturan pelaksanaannya serta 
mencantumkan mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dalam Surat Bukti 
Gadai (SBG) yaitu surat bukti perjanjian usaha gadai antara PT Pegadaian dengan nasabah. 

Berdasarkan penjelasan diatas terkait dengan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa 
terlebih dahulu harus dilaksanakannya penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh LJK atau 
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Perusahaan Pegadaian, mengenai mekanisme terkait dengan penyelesaian pengaduan tersebut 
telah diatur dalam Pasal 9 hingga Pasal 21 POJK Nomor 31/POJK.07/2020 Tentang 
Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas 
Jasa Keuangan. Untuk memperjelas, berikut mekanisme pengaduan pertanggungjawaban bagi PT 
Pegadaian pada tahap penyelesaian pengaduan kepada nasabah:  

a. Penyelesaian sengketa oleh internal PUJK. Pihak konsumen dapat mengajukan pengaduan 
kepada pihak PUJK melalui unit kerja atau fungsi penanganan pengaduan yang dibentuk 
masing-masing PUJK khusus untuk menangani pengaduan konsumen dengan syarat setidak-
tidaknya, terdapat ketidaksesuaian perjanjian, terdapat kerugian secara material, berkaitan 
dengan aspek finansial, serta dalam kondisi konsumen telah memenuhi kewajibannya kepada 
pihak PUJK. 

b. Pengajuan penyelesaian Pengaduan Berindikasi Sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari 
kerja sejak tanggal Tanggapan Pengaduan. Dalam hal Konsumen mengajukan keberatan atas 
Tanggapan Pengaduan, pengajuan penyelesaian Pengaduan tidak melebihi 20 (dua puluh) hari 
kerja sejak tanggal tanggapan atas keberatan. 

c. Permohonan secara tertulis yang memuat deskripsi Pengaduan Berindikasi Sengketa disertai 
dengan dokumen pendukung paling kurang meliputi: 
 

1) identitas Konsumen; 
2) Tanggapan Pengaduan;  
3) surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai yang cukup bahwa Sengketa yang 

diajukan tidak sedang dalam proses atau  pernah  diputus oleh lembaga peradilan, arbitrase, 
atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan belum pernah difasilitasi oleh Otoritas 
Jasa Keuangan; dan  

4) dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan Pengaduan Berindikasi Sengketa. 
 

d. Jika terdapat kekurangan dokumen Pengaduan Berindikasi Sengketa, Otoritas Jasa Keuangan 
memberikan kesempatan kepada Konsumen untuk melakukan pemenuhan kelengkapan 
dokumen dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal permintaan. 
Konsumen dianggap membatalkan Pengaduan Berindikasi Sengketa apabila tidak 
menyampaikan kelengkapan dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(9); 

e. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan dalam rangka tindak lanjut Pengaduan 
Berindikasi Sengketa. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan permintaan penjelasan 
dan/atau dokumen terkait Pengaduan Berindikasi Sengketa kepada Konsumen dan/atau PUJK 
dalam rangka tindak lanjut Pengaduan Berindikasi Sengketa. Jika Konsumen tidak memberikan 
tanggapan atas permintaan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 
(dua puluh) hari kerja sejak tanggal permintaan penjelasan oleh Otoritas Jasa Keuangan, 
Konsumen dianggap membatalkan Pengaduan Berindikasi Sengketa. 

f. Terkait dengan prosesnya, pihak PUJK dapat melakukan penyelesaian pengaduan berupa 
penyataan maaf atau menawarkan ganti rugi (redress/ remedy) jika pengaduan konsumen 
benar. Khusus untuk ganti rugi, bisa ditempuh apabila kerugian yang dialami konsumen terjadi 
karena aspek finansial. Dalam hal konsumen dan PUJK sepakat, maka konsumen tidak 
diperkenankan melakukan upaya hukum lanjutan. Sementara, jika tidak terjadi kesepakatan, 
konsumen dan PUJK dapat melakukan penyelesaian sengketa ke tahap selanjutnya, yakni 
melalui OJK atau LAPS. 

g. Sebagai informasi, paling lambat 20 hari setelah diterima aduan dari konsumen, PUJK wajib 
menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan. Namun, dalam kondisi tertentu pihak PUJK 
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dapat memperpanjang kembali selama 20 hari kerja dengan terlebih dahulu memberitahu 
secara tertulis kepada konsumen sebelum jangka waktu 20 hari pertama berakhir. Pada tahap 
ini, PUJK tidak diperkenankan memungut biaya kepada konsumen sepeser pun. 

h. Otoritas Jasa Keuangan mempertemukan PUJK dan Konsumen dalam rangka penyelesaian 
Sengketa. Jika dalam pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak 
tercapai kesepakatan. Konsumen dan PUJK sepakat bahwa penyelesaian Sengketa dilakukan 
melalui Fasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang 
terkait PUJK, tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan 
Fasilitasi jika tidak tercapai kesepakatan, Konsumen dan PUJK menandatangani Berita Acara. 

i. Fasilitasi terbatas oleh OJK. Langkah yang mesti dilakukan konsumen dalam tahap ini, yakni 
melengkapi sejumlah dokumen antara lain permohonan secara tertulis yang di dalamnya 
memuat kronologi dan dokumen pendukung pengaduan, bukti identitas diri, bukti pelaporan 
telah ke PUJK, serta surat penyataan yang menjelaskan bahwa sengketa tidak sedang dalam 
proses peradilan atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya. 

j. Konsumen menyampaikan secara tertulis penegasan atas pilihan penyelesaian Sengketa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja 
sejak tanggal permintaan penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan. 

k. OJK sendiri membuka lima jalur sebagai sarana komunikasi dengan konsumen, yakni melalui 
surat yang ditujukan kepada Anggota Dewan Komisioner Bidang EPK OJK, website yang 
beralamat di sikapiuangmu.ojk.go.id, email, fax, dan telepon di 150065. Selain itu, persyaratan 
lain yang mesti diperhatikan adalah kerugian finansial yang ditimbulkan oleh PUJK khusus 
untuk sektor perbankan, pasar modal, dana pensiun, asuransi jiwa, pembiayaan, perusahaan 
gadai atau penjaminan paling banyak sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 

l. Paling lambat 30 hari kerja sejak ditandatanganinya perjanjian fasilitasi tersebut, penyelesaian 
pengaduan antara konsumen dengan PUJK wajib mendapat hasil. Jika dirasa perlu waktu 
tambahan, terbuka peluang perpanjangan jangka waktu penyelesaian selama 30 hari kerja 
berikutnya dihitung setelah jangka waktu pertama selesai. Dari hasil fasilitasi terbatas ternyata 
kedua belah pihak sepakat, maka kesepakatan itu dituangkan dalam Akta Kesepakatan yang 
ditandatangani oleh konsumen dan PUJK. Apabila tidak terjadi kesepakatan dalam fasilitasi 
terbatas oleh OJK, konsumen dapat mengajukan penyelesaian melalui LAPS. 

Jika penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh LJK atau Perusahaan Pegadaian tidak mencapai 
kesepakatan maka penyelesaian sengketa selanjutnya melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan dimana 
diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 POJK Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif 
Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, Untuk memperjelas, berikut mekanisme pengaduan 
pertanggungjawaban melalui LAPS bagi PT Pegadaian:  

a. LAPS Sektor Jasa Keuangan dapat menangani Sengketa dengan kriteria:  

1) Pengaduan telah dilakukan upaya penyelesaian oleh PUJK namun ditolak oleh 
Konsumen atau Konsumen belum menerima tanggapan pengaduan sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pengaduan 
konsumen di sektor jasa keuangan;  

2) Sengketa yang diajukan bukan merupakan Sengketa sedang dalam proses atau pernah 
diputus oleh lembaga peradilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian 
sengketa lainnya; dan  

3) Sengketa bersifat keperdataan. 
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b. LAPS merupakan langkah terakhir yang bisa ditempuh konsumen jika berupaya menyelesaikan 
sengketa di luar pengadilan. Proses dalam LAPS sendiri ditempuh melalui tiga jalur, yakni 
mediasi, ajudikasi, atau arbitrase. Namun, konsumen tak bisa langsung menempuh ajudikasi 
atau arbitrase jika sebelumnya tidak menempuh proses mediasi terlebih dahulu. Yang mesti 
dilakukan pertama kali oleh konsumen adalah menyampaikan permohonan penyelesaian 
sengketa kepada lembaga indepeden yang terdaftar dalam LAPS serta diawasi OJK. 
 

c. Penyelesaian Sengketa melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan dapat dilakukan melalui:  

1) tatap muka langsung dihadapan mediator atau arbiter;  

2) media elektronik; dan/atau 

3) pemeriksaan dokumen.  

Penyelesaian Sengketa melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dapat dilakukan melalui media komunikasi jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling:  a. 
mendengar; atau b. melihat dan mendengar, secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. 
LAPS Sektor Jasa Keuangan wajib menatausahakan seluruh informasi dan data terkait dengan 
penyelesaian Sengketa. 

d. Kelengkapan dokumen yang diperlukan tidak jauh berbeda dengan dokumen yang disertakan 
pada dua tahap sebelum ini. Selanjutnya, pihak lembaga tersebut akan melakukan verifikasi 
dan memberikan konfirmasi berupa penerimaan permohonan penyelesaian sengketa. Baru 
kemudian masuk pada tahap pemeriksaan substansi sengketa yang diajukan konsumen. 
Dalam tahap mediasi, baik konsumen atau PUJK sama-sama menunjuk dan menentukan 
mediatornya sendiri. 

e. Pada tahap mediasi ini, mediator hanya sebatas memfasilitasi dan mengupayakan perdamaian 
antara kedua belah pihak. Para pihak sendiri yang bersepakat berdamai yang kemudian 
perdamaian itu dibuatkan Akta Perdamaian. Jika tidak juga berhasil, konsumen masih punya 
satu langkah terakhir yang bisa ditempuh, yakni ajudikasi atau arbitrase. Yang mesti diingat, 
pada tahap ini baik ajudikator atau arbitrator, keduanya sama-sama berwenang mengambil 
keputusan. 

f. Perbedaannya, upaya ajudikasi bisa ditempuh jika nilai klaim yang diajukan masuk dalam 
golongan kecil dan ritel. Sementara, upaya aribtrase bisa ditempuh jika nilai klaim besar dan 
tingkat kompleksitas sengketa tergolong rumit. Untuk biayanya sendiri, penyelesaian melalui 
LAPS untuk nilai tuntutan finansial dalam jumlah kecil dimana masing-masing lembaga LAPS 
memiliki nilai besaran sendiri adalah gratis. Namun, pihak OJK sendiri mengklaim bahwa biaya 
yang dibebankan tidaklah mahal. 

g. Setelah adanya upaya didalam mediasi, ajudikasi maupun arbitrase tercapai sebuah 
kesepakatan atau putusan terkait penyelesaian sengketa, maka langkah terakhir adalah LAPS 
melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kesepakatan atau putusan dengan tujuan agar 
LAPS melaporkan kepada OJK tentang adanya LJK yang tidak melaksanakan putusan 
lembaga tersebut. Berdasarkan laporan tersebut, OJK dapat mengenakan sanksi administratif 
kepada LJK, yaitu Peringatan tertulis, Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang 
tertentu. Besaran denda ditetapkan OJK berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif 
berupa denda yang berlaku untuk setiap sektor jasa keuangan, Pembatasan kegiatan usaha, 
Pembekuan kegiatan usaha, Pencabutan izin kegiatan usaha. 
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Berdasarkan dari penjelasan diatas jelas bahwa PT Pegadaian dalam hal pertanggungjawaban 
tetap tunduk pada POJK Nomor 31/POJK.05/ 2016 tentang Usaha Pegadaian sebagaimana telah 
dicantumkan dalam Surat Bukti Gadai (SBG), PT Pegadaian wajib mentaati dan melaksanakan 
mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa bagi nasabah sesuai POJK 
31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian. 

2. Mekanisme Pertanggungjawaban di PT Indonesia Gadai Oke 

Dalam hal pertanggungjawaban bagi PT Indonesia Gadai Oke, dijelaskan juga berdasarkan POJK 
Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian dijelaskan bahwa Perusahaan Pegadaian 
Swasta adalah “badan hukum yang melakukan Usaha Pegadaian”, dalam POJK tersebut telah 
dibedakan perusahaan pegadaian konvensional dan perusahaan pegadaian syariah. Sehingga 
dapat dilihat dari pendirian perusahaan pegadaian swasta dan pelaksanaan perjanjian usaha 
gadainya, dapat dikatakan bahwa perusahaan pegadaian swasta merupakan salah satu bentuk 
usaha gadai konvensional.  

Dalam POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian, bahwa disebutkan dalam upaya 
penyelesaian sengketa perusahaan gadai swasta juga berpedoman kepada POJK tersebut. 
Sehingga dapat dipahami bahwa upaya penyelesaian sengketa bagi PT Indonesia Gadai Oke juga 
berpedoman kepada POJK.  Hal tersebut juga dijelaskan pada Surat Bukti Gadai PT Indonesia 
Gadai Oke yaitu pada Peraturan Gadai PT Indonesia Gadai Oke angka 16 menjelaskan 
“mekanisme, penanganan, pengaduan dan penyelesaian sengketa berpedoman pada peraturan 
OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan peraturan OJK mengenai 
lembaga alternatif penyelesaian sengketa beserta peraturan pelaksanaannya (LAPS SJK)”. 
Penjelasan tersebut telah menjelaskan bahwa upaya penyelesaian sengketa tetap menjalankan 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pada bunyi Peraturan Gadai PT Indonesia Gadai Oke angka 16 tersebut dijelaskan bahwa 
pertanggungjawaban bagi PT Indonesia Gadai Oke berpedoman pada POJK mengenai 
perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, dimana dalam POJK tersebut dijelaskan bahwa 
pertanggungjawaban dilakukan terlebih dahulu dengan upaya penyelesaian sengketa melalui 
penyelesaian pengaduan. Terkait mekanisme pengaduan pertanggungjawaban penyelesaian 
sengketa pada tahap penyelesaian pengaduan bagi PT Indonesia Gadai Oke kepada nasabah tidak 
terdapat perbedaan pada PT Pegadaian dikarenakan PT Indonesia Gadai Oke juga berpedoman 
kepada POJK yang telah ditetapkan, sehingga jelas bahwa PT Indonesia Gadai Oke dalam 
penyelesaian sengketa terhadap nasabah menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  

Begitu pula dengan penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh LJK atau Perusahaan Pegadaian 
tidak mencapai kesepakatan maka penyelesaian sengketa selanjutnya melalui LAPS Sektor Jasa 
Keuangan dimana diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 POJK Nomor 61 /POJK.07/2020 Tentang 
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, Untuk memperjelas, hal tersebut 
juga tetap berpedoman kepada POJK sehingga mekanisme yang dilaksanakan juga tidak terdapat 
perbedaan dengan PT Pegadaian.  

C. Upaya Penyelesaian Sengketa di PT Pegadaian dan PT Indonesia Gadai Oke Berdasarkan 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian 

Ketentuan mengenai upaya penyelesaian sengketa pada perusahaan pegadaian baik pemerintah 
maupun swasta tetap berpedoman pada POJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa 
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keuangan, yaitu POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa 
Keuangan dan 2 (dua) peraturan terkait dengan penyelesaian sengketa yaitu POJK Nomor 
31/POJK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa 
Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga 
Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. LAPS adalah lembaga yang melakukan 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam hal terjadinya sengketa dalam sector jasa 
keuangan.  

Bilamana timbul masalah antara nasabah dengan perusahaan pegadaian maka upaya yang harus 
dilakukan dengan diselesaikan terlebih dahulu oleh perusahaan pegadaian. Bilamana tidak tercapai 
kesepakatan pengaduan tersebut maka nasabah dan perusahaan pegadaian dapat melakukan 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan 
dilakukan melalui LAPS. Oleh karena karakteristik jasa keuangan yang senantiasa cepat, dinamis 
dan penuh inovasi maka LAPS memerlukan prosedur yang cepat, berbiaya murah dengan hasil 
yang objektif, relevan dan adil.  

Dengan adanya POJK Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian 
Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang mencabut POJK Nomor 1/PJOK.07/2014 tentang Lembaga 
Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan karena diperlukannya penyempurnaan 
sehingga perlu diganti sehingga keenam lembaga tersebut disatukan menjadi Lembaga Alternatif 
Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dengan tujuan dapat memberikan 
layanan penyelesaian sengketa jasa keuangan yang professional, kredibel dan independent serta 
membentuk standarisasi dalam penyelesaian sengketa pada sektor jasa keuangan. Sengketa 
perbankan, pasar modal, modal ventura, dana pension, perasuransian, penjaminan, perusahaan 
pembiaayan serta fintech yang telag terdaftar dan berizin OJK baik konvensional dan Syariah 
penyelesaian sengketanya dapat diserahkan kepada LAPS SJK.   

KESIMPULAN 

Pertanggungjawaban bagi PT. Pegadaian dan PT. Indonesia Gadai Oke apabila tidak melaksanakan 
sesuai dengan klausula dalam perjanjian gadai tersebut maka akan menyebabkan kerugian bagi 
pihak pemberi gadai. Sehingga akibat dari hal tersebut pihak PT. Pegadaian dan PT. Indonesia 
Gadai Oke. tentunya dalam pertanggungjawaban tersebut adanya mekanisme maupun  upaya yang 
dilakukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan POJK Usaha Pegadaian dimana pemberi gadai 
dapat melakukan upaya untuk melakukan penyelesaan pengaduan ke OJK sebagai institusi yang 
bertanggungjawab terhadap Perusahaan gadai tersebut dalam upaya penyelesaian pengaduan 
tidak tercapai maka akan dilanjutkan kepada upaya penyelesaian melalui LAPS yang pada intinya 
upaya ini merupakan upaya diluar pengadilan yang memiliki mekanisme seperti mediasi, ajudikasi 
dan arbitrase. Dimana mekanisme tersebut dilakukan bertahap hingga pada akhirnya dikeluarkan 
sebuah putusan yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan pegadaian yang dinyatakan 
bertanggungjawab dari segala akibat yang ditimbulkan. Bagi perusahaan pegadaian yang tidak 
melaksanakan putusan tersebut maka OJK dapat memberikan sanksi kepada perusahaan tersebut 
yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. 
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